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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGER],

1}

Menimbaug ' a. bahwa dengan berlakuaya Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawaj Negeri
Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomdr 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanuaar
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris
Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil:

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa yang tidak
memenuhi persyaratan untulk diangkat menjadi pegawai
negeri sipil sebagaimana diatur dj dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Talun 2007 teritang Persyaratan
dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi

Pegawai Negeri Sipil, dapat menjalankan tugas sampai
habis masa jabatannya;



Mcngingat

C. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimans

o>

- Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004

dimaksud pada huruf a dun huruf b perly menetapka,
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahun
Atas Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 50 Tuhun
2007 tentang  Ketentuan Pelaksunaun Perararar,
Pemerintah Nomor 4% Taliun 2007 tentang Persyagaiu,
dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desy Menjadi
Pegawai Negeri Sipil; '

: Undang-Unclang Nomor 8 Tulin 1974 tentung Mokl

Poleok  Kepegawajan (Lembaran Negary Republik
Indonesia  Tahun 1974  Nomor S5, Tambuhan
Lembaran Negara Republik Indonesia “Nornor 3041),
sebagaimana telah  diubuh dengan Unclcmg-Unduns
Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negary Republil:
Indonesiae Tahun 1999 Nomor 169, Tambalii,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890y,

tentany
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah di1.1bah,dcngan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Noemor 3
Tahun 20085 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah Menjacdij
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri 3ipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3008),
sebagaimana telah sembilan kali  diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Talun 2007
Nomor 25); -

- Peraturan Pemerintal Nomor Y7 Tahun 2000 tentany

Formasi Pegawui Negeri  Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talun 2000 Nomor 194, Tambahan,
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 40185),
sebagaimana  telah  diubal ‘dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negaru
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);



Y

Menetapkan
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentuy
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaia
Republik Ingdonesia Tahun 2000 Nornor 195, Tambuhun
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 401dy,
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Normor 1! Tahun 2002 (Lemburan Hegana

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambalian”

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -1192);

6. Peraturan’ Pemerintah Nornor 99 Tahun 2000 tentany

Kenaikan panglat Pepgawai Negeri Sipil (Lemburan
Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 1y,
Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor
4017), sebagaimana telah diubah-.dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negura
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahun

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4193);

7. Peraturan Pemuerintahy Nomwor 9 Tuhun 2003 tentany

Wewenang Penpgangkatan, Pernindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ’[‘cﬁtang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Persyaratan dan Tata Cora Pengangkatan Sckretaris
Desa Menjadi Pepgawai NMegeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2007 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47485);

10, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisas;i
dan Tata Kerja Lembaga Pernerintah Non Departemen,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 20085;-

11.Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor SO Tahun 2007
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai
Negeri Sipil; ‘

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PLERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI
NEGERI SIPIL; -



.4.

Phasal I
ﬁebcrapa ketentuan dalam Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 50 Taht
2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tal
2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Selretaris Desa Menji
Pegawai Negeri Sipil, diubah sebagai berilout:

‘

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingpa scca,
keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berilkut:

Pasal 7

(1) Selaetaris Desa yang tidalk memenuhi persyaratan untuk diangks

menjadi PNS, diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah habis mas.
jabatannya,

L

(2) » Seleretaris Desa  yang dlberhentilcan dari” jabatannya
* ditnaksud pada ayat {1) diberikan kompensasi;

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dibearikan
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. masa kerja lebih dari 5 {lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara komulati
paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- {dua puluh juta rupiah),

(4) Pemberian kompensasi dilaksanakan pada saat
diberhentikan dan diberikan sekaligus.

sebagaiman.

sebesea.

yang bersangkutan

2, Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A,
berbunyi sebagali berilcut :

Pasal 7A

(1) Bagi Sekretaris Desa yang tidal memenuhi persyaratan untuk diangkat
menjadi PNS, tetapi mengundurkan diri dari jabatan Sckretaris Desa wajil
mengajukan pernyataan tertulis kepada Bupati/ Walikota.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimalksud pada ayat (1) diberikan
kkompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3),

" Pasal 1I

Peraturan Menteri inil mulai berlalcu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

MARDIYANTO



